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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 30 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAE RAH KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARRA, 

Menimbang a. batwa dalamn rangka pelaksanaan Pasal 22 ayat (1 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kera Sekretariat 
Daerah dan Sekretaniat Dewan Perwalilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Jepara, mala perlu dtetap#an 
Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan 
Sekretanat Dewan Perwallan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara 

b. bahwa untuk maksud tersebut hurut a, perlu dtetapan 

dengan Peraturan Bupati 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembent"Perah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 4389), 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Permenintahan Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4844) 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag 

Penmbangan Keuangan antara Permenintah Pusat an 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambatan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Perenintahan Daerah (Lerbaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 
4593) 

6. Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan g  
Pembagian  Urusan  Pererintahan  Antara  Perenintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemenintaban 
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2007, Nomnor 82, Tambahan Lemnbaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 4737), 

7 Peraturan Pemenintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republikx Indonesia Tatun 2007, Nomnor 89, Tamnbahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4741) 

8 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undan 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
weans","""""then o=era abate epa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tahun 2008 Jepara Nomor 2)  

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwalilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daera 
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 6)  

ME MUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE RAH 
KABUPATEN JEPARA 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da l  m  Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
f Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2 Pererintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagar unsuf 

penye@nggara perenintahan daerah 
3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutrya disingkat DPRD dalah 

Dewan Perwalilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 
5. Sekretaniat Daerah adalah Sekretan1at Daerah Kabupaten Jepara 
6. Sekretanis Daerah adalah Sekretanis Daerah Kabupaten Jepara 
7. Stat Ahli adalah Staf Ahli upati Jepara 
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
9. Sekretariat DpRD adalah Sekretariat Dewan Perwallan Rakyat Daerah 

Kabupaten Jepara. 
10.Sekretanis DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwalilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Jepara 
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang 

berada di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

BAB I 

SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Sekretariat Daerah terdini dani 

a Sekretaris Daerath 

b Asisten Pererintahan, membawati 

1) Bagan Tata Perenintahan, membawat 
a) Subbag Pemerintanan Umur; 
b) Subbag Pemenintahan Desa; 
c) Subbag Pertanahan. 

2) Bagian lukum, mem b ar  rahi  
a) Subbag Perundang-undann, 
b) Subbag Bantuan, Dokumentasi Hukumn dan Hak Asasi Manusia 

c) Subbag Pengkajian dan Evaluasi Produlk lukum Daerah dan Desa 

3 Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi 

a) Subbag Media Massa 
b) Subbag Publikasi dan Dokurentasi; 
c) Subbag Telematika. 

c. Asisten Perekonormian dan Permnbangunan, membawahi 

1) Bagian Pembangunan, membawahi 
a) Subbag Program Pembangunan 
b) Subbag Pengendalian Pembangunan; 
) Subbag Monitoring. Evalussi dan Pelaporan 



2) Bagian Perekonorian, membewahi 
a) Subbag Badan Usaha Miik Daerah dan Perbankan 
b) Subbag Ekonomi Daerah 
c) Subbag Surber Daya Alarm dan Ling#ungan Midup 

3) Bagian Kesejahteraan Masyarakat, membawat; 
a) Subbag Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat 
b) Subbag Keagarmaan, 
c) Subbag Pendidikan dan Seni Budaya 

d Asisten Administrasi, membawahi 

1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawati: 
a) Subbag Kelembagaan, 
b) Subbag Ketatalaksanaan, 
c) Subbag Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Kepegawaian. 

2) Bagian Keuangan, memnbav ahi 
a) Subbag Anggaran 
b) Subbag Perbendaharaan dan Kas Daerah 
c) Subbag Akuntansi dan Venfkasi, 

3) Bagian Perlengkapan, membawati: 
a) Subbag Perencanaan dan Pengadaan, 
b) Subbag Distribusi dan Pereliharaan 
c) Subbag Administrasi Asset Daerah 

4) Bagian Umum, membawahi 
a) Subbag Protokol; 
b) Subbag Tata Usaha dan Santel, 
c) Subbag Rumah Tang9a 

e. Jabatan Fungsional 

BAB III 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaniat Daerah 

Sekretariat Daerah mempunyair tug.as pokok dan kewajiban membantu Bupati dala m  

menyusun  kebiakan dan mengkoordinasilan Sekretarit DPRD, Staf Ahli Bupat 
Dines Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecaratan 
dan Kelurahan 

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajbannrya sebagairana 
dimaksud Pesa! 3 menyelenggarakan fungsi 
a penyusunan kebijak.an pernerintahan daerah 
b. pengkoordinasian pelalsanaan tugas dinas daerah dan lernbaga teknis daerah 
c. perantauan dan evaluasi pelaksanaan kebiaksanaan pernenintah daera; 
d pembinaan administrasi dan aparatur permnerintahan daerat dan 
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e. pelasanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatr sesuai dengan tugas .a0 

tungsinya 

Bagian Kedua 

Sekretanis Da rat 

Pasal 5 

Sekretaris Daerah mempunyat tugas merimpin dan bertanggungiarw at.a 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagairana dimnalsud dalann 
Pasal 3 dan Pasal 4 

Asisten Pemenintahan 

Pasal 6 

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di bidang 
koordinasi, permnbinaan dan penyeenggaraan pernerintahan urnurn, penyusun 

produk hukum Daerah, serta hubungan masyarak.at 

Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimnana dimaksud dalamn Pasal 7, Asisten 
Permenintahan mempunyai fungsi. 
a koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah 
b perumusan bahan kebijakan dibidang0ya 

c koordinasi penyusunan produk hukumn Daerah 
d. penyelenggaraan hubungan kerasyarakatan 
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Sekretaris Daerah sesuaN 

tugas dan fungsinya 

Pasal 8 

(1) Bagian Tata Pererintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusun.a 
program, petunjuk pelaksanaan dan bahan ebijaan pimpinan di bioang 
pemenintahan umum, permerintahan desa dan Pertanahan 

(2) Bagian Tata Pemenintahan dipmnpin oleh seorang Kepala yang berada dibawat 
dan bertanggungiawab kepada Asisten Perenintathan 

PAsal 9 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalamn Pasal 8 aryat (1) 
Bagan Tata Perenintahan mempunyai fungi 
a perencanaan, pengawasan dan evaluasi dibidangnya, 
b. perurusan bahan kebijakan dan pembinaan / penyelenggaraan tata 

perenintahan; 
c. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang pemerintahan umurn 

pernerintahan desa dan pertanahan; 
d koordinasi penyelenggaraan perenintahan ururn, pemerintahan desa an 

Pertanahan 
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e pelaksanaan urusan tata usaha dan rurah tangga Bagin Tata Permenntaha 
f. pelaksanaan administrasi permnenintahan ururn, pernenintahan des.a an 

pertanahan 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemenintatan sesuaN 

tugas dan fungsinya 

Pasal 10 

(1)Bagian Tata Pemenintahan terdini den 
a. Sub Bagian Pemenintahan Umum, 
b Sub Bagian Pemerintahan Desa 

c Sub Bagan Pertanahan; 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimane diraksud dalamn ayat (1) dipimnpin oleth 
se0rang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungawab kepada Kepaid 
Bagian Tata Pemerintahan 

Pasal 11 

Sub Bagan Pemerintahan Urumn merpunyai tugas mengurmpultan bahan an 

menyusun rancangan pedoman / petunjuk pelaksanan serta melakukan keguatan 
oordinasi dibidang ideologi, politik, keamanan, ketertiban, ependuduk.an, 
Kerjasarna Daerah dan urusan pemerintahan urnumn lainnya 

Pasal 12 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalamn Pasal 11, Sub 
Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungs 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibiiangnya 
b pengurmpulan dan pengolahan data dibidangnya 
C. penyusunan rancangan dan pelaksanaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan 

bidang0ya, 
d. penyajian bahan kebijakan Pirnpinan; 
e. koordinasi kegiatan dibidangnya 
' elaksanan egiatan mtas sub Bagan Pemean""_""" 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kep la  Bagan Tata 

Pemerintahan Urum sesuai tugas dan tungsinya 

Pasal 13 

Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyair tugas mengurpulan bahan dan 
menyusun rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan seta melakukan kegiatan 
koordinasi dibidang pemerintahan desa 

asal 14 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 13, Sub 
Bagian Permenintahan Desa mermpuryai fungi. 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya, 
c. penyusunan rancangan dan pelaksanaan pedornan dan petunijuk pelaksanaan di 

bidangnya; 
d. penyajian bahan kebijakan Pimpinan 
e. pelaksanaan Koordinasi dan fasiltasi penyelenggaraan administrasi 

perenintahan desad dan kelurahan 
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f Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pernenintahan es.ad 
g Pelalsraan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan 

administrasi permenintahan desa; 
h. Penyusunan Data base perye#enggaraan administrasi perenintahan desa, 
i Penyelenggaraan pembentukan, perekaran, penggabungan dan penghapusan 

batas desa ;  
j  Koordinasi dan fasiltasi penyelenggaraan pembentulan, perekaran 

penggabungan dan penghapusan esa, 

k. Pembinaan, pengawas.an dan supervisi penvelenggaraan pemnbentukan, 
pemekaran, penggabungan dan penghapusan des.a, 

l Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peryelenggaraan pembentukan, 
perekaran penggabungan dan penghapusan desa; 

m. Penetapan pedoman peran 8PD dalam pemyelenggaw"enintahan esa 
n. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bag anggota 

BPD 

o. Pembina@an, pengawasan, supervisi dan faslas4 9PD 
p Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BD 
q Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa 
r Koordinast dan fasiltasi pengelolean euangan dan aset des.a 
$ Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset des.a 
t Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pangelolaan keuangan dan aset desa 
u. Penetapan pedoman pengeroangan kapastas pemerintah desa 

v. Penyelenggaraan bimnbingan, konsultasi, pel@than dan pendidi.an bag 
pemerintah desa 

w. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasiltasi pengembangan kapastas 
pemerintah des.a; 

x. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapastas perenintat 
desa 

y pelaksanaan kegiatan administrasi Sub Bagian Pemenintatan Desa 
z pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenian oleh Kepala Bagian Tata 

Pemenintahan Umumn sesuat tugas dan fungsinya 

Pasal 15 

Sub Bagan Pertanahan mempuryair tugas mengumpulkan bahan dan menyusun 
manangan pedoman / petunjuk pelaksanaan serta melaluan koordinasi dan 
fasilitasi penyelesaian masalah Pertanahan 

Pasal 16 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagainana dimnaksud dalamn Pasal 15, Sub 
Bagian Pertanahan mempunyai fungsi; 
a perencanaan, evaluasi dan laporan di bidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidang0ya 
c. penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan egiatan di bidangnya 
d. penyapan bahan kebijakan pimp«nan 
e. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pemboangunan 
f penyelesaian permasalahan-permasalahan pertanahan 
g penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanat 

kelebihan maksirnumn dan tanah absent6; 
h. koordinasi kegiatan di bidangnya, 
i. pelaksanaan kegiatan administrasi Sub Bagian Pertanahan, 
j pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan Umum sesuai tugas dan fungsnya 
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Pasal 17 

(1)Bagian lukum mempunyai tugas meryusun dan mengoordinaskan perurusan 
produk hukum Daerah, telahaan huurn, bantuan huurn, hak asasi manusid 

publikasi dan dokurentasi produk-produk huurm 

(2) Bagian Hukumn dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertang9ungiawab kepada Asisten emerintahan. 

Pasal 18 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiarnana dirnaksud dalam Pasal 17 Bagan 
turn rnrnparye fun 

a perencanaan, pengawasan dan evaluasi dibiangnya 
b. penyusunan bahan kebijakan pimpinan; 
¢. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang perundang- 

undangan, bantuan hukum, hak asasi manusia dan dokumentasi hukum 

d pengkoordinasia penyusunan produl-produk hulumn Dae rah; 

e Pembinaan dan Pengawasan roduk -produk llukumn Des.a 

f pemberian bantuan hukum kepada Pegawar Daerah 

g penyusunan dolumentasi hukur 

h. pelaksanaan publkasi produl-produk hukurm; 

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Permenintahan sesua 

tugas dan tungsinya 

Pasal 19 

(1) Bagian Hukum dan Organisasi terdin dani 

a Sub Bagian Perundang-undangan 
b. Subbag Bantuan, Dokumentasi ukurn dan Flak Asas Manus+a 
c. Subbag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hulum Daerah dan Desa 

(2) Masing-masing Sub Bagan sebagaimnana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungawab epada Kepeal%a 
Bagian Hukum 

Pasal 20 

Sub Bagian Perundang-undan merpunyat tugas mengurpulkan bahan dan 
merryusun rancangan, pedoman / petunjuk pelaksanaan, memfasiltasi dan / atau 
menryusun produk-produk hukurm Daerah 

Pasal 21 

Untuk menyelengarakan tugas sebagairnana dimnaksud dalam Pasal 20, Sub Bagan 
Perundang-undangan merpunyai fungsi 
a perenanaan, evaluasi dan lap0ran dibidangya 
b. pengurpulan dan pengolahan data dibidang0ya 
c. penyusunan rancangan dan pelaksanaan pedoman / petunjuk pelaksanaan 

kegiatan di bidangnya; 
d koordinasi penyusunan produk-produk hulurmn Daerah 

e. penyajian bahan ebijakan pirnpinan 
f pelaksanaan kegiatan administrasi Sub Bagian Perundang-undan 
g peasanaan tugas tug.as lain yang dibenikan oleh Kepala Bagian lulur 
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Passi 22 

Subbag Bantuan, Dokumentasi lukumn dan Halk Asasi Manusia merpunyar tugs 
mengurnpulkan bahan dan menyutun rancangan pedoman / petunjuk pelaisarad 
sengketa dan dokurentasi hukumn, menyiapkan bahan pertimbangan penyeiesavan 
masalah-rnasalah hukum dan bantuan hulum, hak asasi manusia serta menyusun 
dokurentas / distribusi / publkasi produk-produk hukumn 

Pasal 23 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimnana dirnaksud dalamn Pasat 22, Subbag 
Bantuan, Dourentasi lukum dan Pak Asasi Manusia mempunyai fungi' 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya 
c. penyusunan rancangan pedoman/petunju pelaksanaan egiatan di bidangnya 
d. koordinasi pelaksanan kgiatan di bidang0ya 
e pelayanan bantuan hukum baik di dalam dan luar pengadan, 
f koordinasi pelaksanaan hak asasi manusia 
g pelayanan dolumentasi produl-produk huturn, 
h. distribusi/publk produk -produk hulur; 
l. penyajian bahan kebijakan pimnpinan 
j pelaksanaan kegiatan administrasi Subbag Bartuan, Dokurnentasi lulumn dan 

Hak Asasi Manus& 
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olet Kepala Bagian Hulum sesuar 

tugas dan fungsinya 

Subbag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Desa mempunyai 
tugas mengumpulkan bahan dan menyusun rancan9an, pedoman l petunj 
pelaksanaan, pengkajan dan evaluasi produk -produk hulumn Daer ah  an 

pembinaan dan pengawasan produk-produk hukum Desa 

Pasal 25 

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 24, Subbag 
Pengkajan dan Evaluasi Produk Hulurn Daerah dan Desa mempunyai fungsi: 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya 
c. penyusunan rancangan dan pelaksanaan pedoman / petunijuk pelaksanaan 

kegiatan di bidangnya 
d. pengkajian dan evaluasi produk-produk huurn daerah 

e. pembinaan dan pengawasan produk -produk hutum Des.a 
f penyajan bahan kebiakan pirnpinan, 
g pelaksanaan kegiatan administrasi Sub Bagian Pengkajan dan Evaluasi Hukum; 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hulurn 

Bagan lubungan Mas yarakat [lumas] merpunyai tugas melakukan penyusunan 
program, petunjuk pelaksanaan dan bahan kebijakan Pimpinan dibidang hubungan 



masyarakt, memberikan pelayanan informsi kepada masyaralat dan media 
massa, melakukan diseminasi informasi dan perbinaan komunkasi, bat 
komunikasi interpersonal raupun sosial, menjadi juru bicara Pererintah Daer ah  
melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan Pererintah Daerah, melakuk.an 
distribusi data dan pemnbinaan informatika di Deerat 

Pasal 27 

Untuk melaksanak.an tugas sebagairana dirnaksud delamn Pasal 66. Bagian +tunas 
mempunyai fungs 
a perencanaan program, pengawasan dan evaluasi di bidangnya 
b. perumusan bahan kebijakan pimnpinan, 
c. penyusunan pedomnan petunjuk pelaksanaan egatan yang berhubun9an 

dengan media massa, dolumentasi / publkasi dan telemnabk.a 
d. koordinasi pemberdayaan media massa dan dolumentasi / publikasi tetang 

program /kegiatan pemerintahan daerah 
e. pelaksanaan diserinasi informasi nasional 
f. pelayanan informasi Pemerintah Daerah, Negara dan Pemenintat 
g pelaksanaan dokurentasi / publkasi kegiatan-kegiat Pererintahan Daer 
h. permnbinaan usaha usaha perfiirnan dan video komersial, 
i. penyelenggaraan administrasi bidang media mass.a, dolumentasi pub#k.av 

dan telematika; 
j pelaksanaan urusan tata usaha dan rurah tangga Bagian tunas, 

k. faslitasi dan pelaksanaan penerbitan / dolumen Daerah 
l  fasilitasi dan pelaksanaan komunikasi interaktf, 
m. distribusi olahan data dan informasi bask melelui intranet raupun internet, 
n. koordinasi dan pendayagunaan data yang ada di unit pengolah fungoionoal. 
o. peningkatan permanfaatan tekhnologi informatika dalam proses penyapan dan 

penyvebarluasan informasi pemnbangunan; 
p. pelalsanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Permerintahan sesua 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 28 

(1) Bagan Humas terdinri dart: 
a) Subbag Media Massa, 
b) Subbag Publikasi dan Dokumentasi 
c) Subbag Telematika 

(2) Masing-mnasing Sub Bagian sebagaimnana dimaksud dalamn ayat () dipirmnpin olet 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungawab kepada Kepala 
Bagian Humas. 

Pasal 29 

Sub Bagian Media Massa mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan meryusun 
rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaanserta melakukan transformasi informas 
dan lomnunikasi melalui media massa cetak elektronik dan media luar ruang mil 
Pemerintah Daerah, penyusunan mateni informasi kebijakan Pemerintah Daerah 
melakukcan koordinasi pernberita an  Daerah dan mer.bin us.aha perflrnan dan video 
komersial, fasiltasi pengembangan kualt.as insan pers serta ft ilitasi erjasafa 
dengan media massa dan penyampaian hak jawab 
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Pasal 30 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimane dirnaksud dalamn Pasal 29, Sub 
Bagan Media Massa mempunyai tungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya; 
c pernyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan egiatan-kegiata de 

bidangnya 
d. peryajian bahan kebijakan pimnpinan, 
e fashtasi transformasi informasi melalui media massa 
f. pelaksanaan desirinasi informasi nasional; 

oordinasi wartawan, redaksi dan media massa; 
h. pemberian hak jawab Pemenintah Daerah atas pemberrtaan media mass.a 

i pelayanan informasi Kebiakan Daerah kepada masyaralat 
j fasilitasi dan koordinasi kegiatan kehumasan di daerah 
k penyapan pemnberitaan dau rah, 

I koordinasi dan fasiltasi pengembangan ker nitr an  media  skala  Daerah; 
m monotoning uoa"""""Perdiman an relaman video komeril 
n. penyelenggaraan penerb#tan daerah, 
o. penyeenggaraan egiatan administrz si  Sub  Bagan  Media Massa 
p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian lumas sesua 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 3 

Sub Bagian Dokumentasi den Publkasi mempunyai tugas mengumpulkan batan 
dan menyusun dokurentasi serta publikasi legiatan-kegiata dan keb «a n  
Permenintahan  Daerah  dan  mnenyelenggarak  lyanan  informasi dan pubhas 

massa 

Pasal 32 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 31, Sub 
Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai fungsi. 
a  perencanaan, evaluasi dan laporan di bidangnya; 
b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang0ya; 
c. penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiata di 

bidangnya 
d. penyajian bahan kebijakan Pimpinan; 
e. penyusunan dokurentasi Daerah 
f. fasiltasi publikasi kegiatan pemerintah daerah 
g fasiltasi dan penyelenggaraan pareran; 
h. koordinasi dan fasilitasi pernboerdayaan komunkasr sosial skala Daerah; 
t. fasilitasi dan pemberdayaan komunikasi sosial 
j. publikasi kegiatan Pererintahan Da rah 
k pelaksanaan koordinasi egiatan-kegiata di bidang0ya 
I penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Dokumentasi dan Publast 
m pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberilan oleh Kepala Ba gan  tumas  sesuet 

tugas dan fungsinya 

Pasal 33 

Sub Bagian Telematika merpunyat tug.as melalukan distribusi data serta 

pembinaan informatika di daerah 



Passi 34 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 33, Sub 
Bagian Telematika mempunyai fungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan di bidangnya 
b pengumpulan dan pengolahan data di bidangnya; 
c penyusunan rancangan pedoman / petunyuk pelaksanaan kegatan-egiatan di 

bidangnya; 
d. penyajian bahan kebijakan Pimnpinan 
e. pengelolaan janingan Local Area Network ( LAN )  dan Internet 
f distribusi olahan data dan informasi bank melalur intranet maupun internet 

g pengembangan sumber daya manusia dibidang teknolog informasi; 
h. koordinasi dan pendayagunaan data yang ada di unit pengolah fungsional 

peningkatan pemanfaatan teknologi informatka dalam proses pengendalian 
pembangunan serta penyajan dan penyebartuasan informasi pembangunan 

j penyelenggaraan kerjasama teknik untuk menunjang peningkatan pemanfaatan 
teknologi informatika 

• pelasanaan koordinasi kegiatan-kegiat di bidangnya 
I penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Telematika 
m. pelaksanaan tugas tugas lain yang dibenk.an oleh Kepala Bagan Furnas sesuad 

tugas dan fungsinya 

Bagian Keempat 

Asisten Perekonomian dan Pemnbangunan 

Pasal 35 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretans 
Daerah di bidang koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan 
pembangunan, kesejahteraan masyarak.at dan perekonomian 

Untuk menyelengqaraka tugas sebagarana dirnaksud dalamn Pasal 45. Asister 
Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi 
a koordinasi kegiatan penyelengaraan perekonomian dan pembangunan; 
b perumusan bahan kebijakan Pimpinan di bidangnya; 
c pemnbinaan pembangunan, 
d. pembinaan kesejahteraan mas yarakat 
e. pembinaan perekonorian 
f. pelaksanaan tugas-tug.as lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai 

tugas dan fungsinya 

Pa6al 47 

(1)Bagian Pembangunan mernpunyat tugas melaksana#an penyusun«an prognf 
petunjuk pelaksanaan dan bahan kebijakan pirnpinan di bidang progran 
pembangunan, pengendalian perbangunan fisik dan non fisilk sera melaukan 
monitoring evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan 

(2) Bagian Pembangunan dipimnpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Asisten Perekonorian dan Pembangunan 
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalamn Pasal 47, Bagian 
embangunan mempuryai fungi 
a perencanaan, pengawasan dan evaluasi dibiangnya, 
b. perumusan bahan kebijakan imnpinan di bidang peroangunan, 
c pryusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan program pernbangunan 

pengendalian pembangunan, monitoring. valuasi dan laporan pelaksanaan 
peroangunan 

d. koordinasi pembangunan 
e penyelenggaraan administrasi program pembangunan, pengendaan 

peroangunan, monitoring. evaluasi dan lap0ran, 
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rurah tangga Bagian embangunan, 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

pembangunan sesuai tugas dan fungsinya 

(1)Bagian Pembangunan terdini dart 

a Sub Bagian Program Pembangunan; 
b. Sub Bagian Pengendalien embangunan, 
c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Laporan. 

(2) Masing-mnasing Sub Bagan sebagairnana dimnaksud d ala m  ayat  (1) dipimnpin oleh 
s4 0rang Kepala yang berada dibawah dan bertangungiawab kepada Kepaa 
Bagian Pembangunan 

Pasal 50 

Sub Bagian Program embangunan mempunyai tugas mengumpulan bahan dan 
menyusun rancangan pedoman/ petunjuk pe la k sa naan  serta  rencana kerja progrr 

pembangunan 

Pasal 51 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalamn Pasal 5, Sub 
Bagian Program Pembangunan mempunyai fungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengurpulan dan pengolahan data dibidang0ya 
c penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan 

pembangunan daerah; 
d. invetarisasi pernasalahan-pernasalahan dibidang pembangunan daerah dan 

menyiapkan  bahan  petunjuk  perecahan masala 
e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petuniuk teknis koordinasi 

penyusunan program pembangunan daerah 
f. melakukan oordinasi kegiatan penyusunan program pembangunan daerah 

yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana-aa 
pengendalian pembangunan lainnya dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 
Pererintah Pusat dan Pinjaman Luar Negen (PLN) 

g menviapkan bahan dalam rang#a pembinaan oordinasi penyusunan program 
pembangunan daerah; 

h. meryiapkan bahan rekomendasi di bidang penyusunan pelaksanaan pr0grarT 

pembangunan dt mah, 
i melakukan perantauan terhadap perkerbangan pelaksanaan progran 

pembangunan daerah, 
j penyajian bahan kebiakan Pimpinan 
k. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya 



I penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Pembangunan Fis.ix 
m. pelalsanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemnbangunan' 

sesuai tugas dan tungsinya 

Pasal 52 

Sub Bagian Pengendalien Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan 
dan mnenyusun rancangan pedoman / petunjuk pelaksaaan serta rencana era 
pengendalian pembangunan 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagairnana dirnaksud dalamn Pasal 52. Sub 
Bagian Pembangunan Non Fisik mempunyai fungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangy. 
b. pengurmpulan dan pengolahan data dibidangnya 
c. pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian 

pembangunan, 
d. ponyiapan bahan penyusunan kebijal.an , pedoman dan petunyuk teinis di 

bidang pengendalian pernbangunan; 
e. menginfentanisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan denga 

bidang pengendalian perbangunan, 
f mengumpulk.an data dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalan 

pembangunan daerah 
g. menyiaplan bahan dalamn rangka penyusunan laporan hast pelaksanaan pr0yel 

pengendaian pembangunan daer ah,  
h. pemantauan terhadap pelaksanaan program pengenda lia n  pembangunan  

dn erah  
i. melakukan penata usahaan program pengendaan pembangunan dart 

Pererintah Propinsi Jawa Tengah, Pererintah Pusat dan Pinjamnan Luar Neger 
(PLN) serta Bantuan Pihake Ketga; 

j. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya 
k. penyampaian bahan kebakan Pimpinan, 
I penyelenggaraan kegiatan admin istra si  Sub  Bagian Pengendalan 

Pembangunan, 
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oieh Kepala Bagan Pembangunan 

esuai tugas dan fungsinya 

Sub Bagan Monitoring, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan 
monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pembangunan fisilk 

maupun non fis.ik, serta menyusun pedoman / petunjuk pelaksanaan maupun 
rencana kerja monitoring, evaluasi dan laporan. 

Pasal 55 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 54, Sub 
Bagian AMonitoning. Evaluasi dan Laporan mempunyai fungi 
a perencanaan, evaluasi dan lap0ran dibidangya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya; 
c penyusunan rancangan pedoman / peturyuk pelaksanaan kegiatan dibidangry, 
d. pelasanaan penghirpunan dan mempelajani peraturan perundang-undan 

ebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya. yang 
berhubungan dengan analisis dan evaluasi serta pelaporan, 

e. pengolahan data dan informasi yang berhubungan dngan bidang analisis dan 
evaluasi serta pelaporan, 
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f. inventarisasi yang berhubungan dengan bidang 
an #it dan evaluasi serta pelaporan dan menyiapkan bahan petunyuk 
permecahan masalah 

g pengurmpulean data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerat 

h. penyiapan bahan dalamn rang#a penyusunan laporan hast Pelaksanaan Proyek 
pembangunan Daerah, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan dana-dana pembangunan lainnya dani Pemerintah Propinsi Jawa 
Tengah, Pemerintah Pusat dan Pinjarnan Luar Negen (PLN) 
pengurnpulan, menghimnpun, mneneliti den mnenganalisis lap0ran pelaksanan 
program pembangunan Daerah 
peryiapan bahan dalam rangka Kordinasi terhadap kegiatan evaluasi dan 

• 
...,.....,.._ lapotanpembllngUnllndaeth; 

k penyiapan bahan dalamn rang#a pnyusunan laporan pertanggung-jarwaban 
Bupati secara berkala maupun memoni menjelang akhir masa jabatan, 
koordinasi kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan peasanaan 
pembangunan, 

m. penyajian bahan kebiakan Pimnpinan; 
n. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan 

Laporan; 
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bagian Pernbangun 

sesuai tugas dan tungsinya 

Pasal 56 

(1)Bagan Kesejahteraan Masyaralat mempunyai tugas meryusun rancan9an 
kebijakan Pimpinan serta koordinasi pembinaan kesejahteraan masyarakat 
meliputi keagamaan, kesejahteraan dan kesehatan masyaralat maupun 
pendidikan, geni dan budaya masyarakat termasuk meryusun / melaksanakan 
pedoman / petunjuk pelaksanaan 

(2) Bagian Kesejahteraan Masyaralat dipimpin oleh seorang Kepala yang beradad 
dibawah dan bertanggungawab kepada Asisten Perekonomian dan 
embangunan 

Pasa 57 

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalamn Pasal 56, Bagi8 
Kesejahteraan Masyarakat mempunyar fungi 
a. penyusunan program, pengawasan dan evaluasi dibidangya 
b. pengolahan data bidang kesejahteraan mas yarakat. 
c penyusunan rancangan kebialign Pimpinan, 
d menyusun pedoman / petunjuk pelaksan&an perbinaan keagaraan, 

kesejahteraan dan kesehatan masyarakat maupun pendidikan, seri dan buddy# 
masyarakat e. pelaksanaan koordinasi dibidang eagamaan, lesehatan, kesejahtern an ,  
pendidikan, seni dan budaya mas yarakat 

f pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Kesejahteraan 
Masyaraiat, 

g penyelenggaraan kegiatan administrasi bidang keagamnaan, esejahteraan 
esehatan, pendidikan, seni dan budaya masyarat.at 

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomnian dan 
Pembangunan sesuar tugas dan fungsinya 



•• 

u at raan Mas yaralat terdint dari 
St BagnKesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat, 
Sb Bgy n Keagamaan 
Sub Bagan Pendidikan dan Seri Budaya 

sang sub Bagan sebapamane dime#sud dalam yat ( di+pron oiet 
orang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungiawa kepada Kepala 
Bagan Keseyahteraan Masyarakat 

Pasal 59 

Sub Bagan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyrakat merpunyai tu 
mengurpulkan bahan dean menyusun rancangan pedoman / petunjuk pelaksanan 
serta koordinasi egiatan-egiatan pemnbinaan kesejahteraan mas yarak.at 
ketenagakerjaan, keluarga berencana dan kesehatan masyaralat 

Pasal 60 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimnaksud dale Pasal 59, Sub 
Bagi@an Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat mermnpunyai tungse 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidang0ya 
c. penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan kegiatan-legtan 

dibidangnya 
d penyajan bahan kebiakan Pimnpinan; 
e. pelaksanaan koordinasi egiatan-keguatan dibidang0ya 
f penyelenggaraan administrasi Sub Bagan Kesejahteraan dan Kesehatan 

Mas yarak.at 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagan Kesejahteraan 

Mas yarakat sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 61 

Sub Bagian Keagamaan merpunyai tugas mengurpulkan bahan dan menyusun 
ranCaan pedomnan / petunjuk pelaksanaan serta koordinasi permbinaan di bidang 
keagamaan 

Pasal 62 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagaimnana dirnaksud dalam Pasa 61, Sub 
Bagian Keagamaan merpunyai fungsit 

perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya 
c. penyusunan rancangan pedomnan l petunjuk pelaksanaan kegiatan-eguatan 

dibidangnya 
d pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya 
e. penyajan bahan kebiakan Pimpinan 
f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagin Keagamaan; 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberk.an oleh Kepala Bagian Kesejahteran 

Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya 



Pasal 83 

Sub Bagian Pendidikan dan Seri Budaya mempunyai tugas mengurmpulian batan 
da mnenyusun rancangan pedomnan / petunjukt pelaksaraan sert.a ioorinag 

kegiatan perbinaan pendidikan masyarak.at, seni dan budaya Daerah 

Pasal 73 

Untuk menyelengarakan tugas sebagairana dimnaksud dalamn Pasal 72, Sub Baga n  
Pendidikan dan Seri Budaya mempunyai tungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidang0ya 
c peryusunan rancangan pedoman / petunjuk pelasanaan kegiatan pemnbiaan 

pendidikan mas yaralat, seni dan budaya Daerah 
d. penyajan bahan kebijakan Pirnpinan, 
e. pelaksanaan koordinasi egiatan-egatan dibidangnya 
f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Pendidian dan Seni 

Budya 
g pealsanaan tugas-tugas lain yang diberian olet Kepala Bagan Kesejahters n 

Mas yarakat sesuai tugas dan fungsinya 

(1 Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanal.an peryusunan prograrn 
petunjuk pelaksanaan dan bahan kebijakn Pimnpinan di bidang BUD, 
Perbankan, Perekonomian Urum dan Surber Daya Alarmn serta Ling#ungan 
Hidup; 

(a) bagin Pereonorrian dipirnpin olet orang Kepale yang be de dibar eh n 

bertan9gungawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 75 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diraksud dalamn Pasal 74, Bagan 
Perekonorian mempunyai fungsi 
a perencanaan, pengawasan dan evaluasi dibidangnya 
b. perumusan bahan kebijakan pirpinan dan pembinaan Badan Usaha Mk 

Daerah (BUMD) dan Perbankan serta Perekonomian Umum dan Surber Daya 
Alarm serta Ling#ungan Hidup 

c. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang BuMD, Perbank.an, da 
Perekonomian Umum dan Sumber Daya Alarmn serta Lingiungan Hidup; 

d oordinasi penyelenggaraan kegiatan BUMD, Perban#an dan Pereironorian 
Urumn dan Sumber Daya Alar serta Lingungan Hidup 

e. penyelenggaraan administrasi bidang BUMD, Perbankan dan Perelonorian 
Umum dan Surber Daya Alam serta Lingkungan Hidup; 

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagan Perelonoran, 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 76 

(1)Bagian Perekonomian terdini dari 
a Sub Bagian BUMD dan Perbankan, 
b. Sub Bagian Ekonomi Daerah; 
c. Sub Bagian Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 



(2) Masing-mnasing Sub Bagian sebagaimnana dimnalsud dalamn ayat (1) dipimnpin ot 
e0rang epala yang berada dibawah dan bertangqungiawab kepada Kepala 
Bagian Perekonomian 

Sub Bagin BUMD dan Perbankan mempunyat tugas mengumpullan bahan dan 
menyusun rancangan pedomnan/petunj pelaksanaan serte koordins d 
pembinan BUMD dan Perbankan. 

Passi 78 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagairmana dirnaksud dalamn Pas.al 77, Sub 
Bagian BUMO dan Perbankan mermpunyai fungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan qi.bidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data diodangnya 
c. penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan egiatan dibidangya 
d. penyajan bahan kebiakan pimpinan 
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang BUD dan Perbankan 
f. pelaksanaan kegiatan administresi Sub Bagan BUD dan Perbankan, 
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perelonoran 

sesuai tugas dan fungsinya 

Sub Bagian Ekonomi Daerah mempunyai tugas mengumpullan bahan dan 
menyusun ancangan pedornan / petunjuk pelaksanaan serta kordinasi a 
pembinaan perindustnan, perdagangan, koperast dan Usaha Kecii Menengah 
(UKM), penanaman modal, perhubungan dan telekomunkasi serta parrwisat.a 

PAsal 80 

unto meyeg?""" toes sepaoaanae imnalsu diam Pal 79, sue 
Bagian Ekonomi Daerah mempunyai fungsi; 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya 
c penyusunan rancangan pedomnan / petuniuk pelaksanaan kgat.an-kegiata di 

bidang0ya 
d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang0ya, 
e. penyajian bahan kebakan pirnpinan, 
f. penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Indagkoppm dan Hubpar, 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonorian 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 81 

Sub Bagian Potensi Surber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
mengurnpulka bahan dan menyusun rancangan pedoman / petunjuk pelals.anaan 
serta koordinasi dan pembinaan bidang lingiungan hidup, pertarnbangan dan 
energi, pertanian, peternakan, perikanan/kelau keutanan dan perkebunan 



Past 82 

Uot"""anooarakan togas  sebagamana  aksud daiam Pasal 81. Sub 
Bagin Potensi Surber Darya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tungsi 
b perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya; 
c. pengumpulan dan pengolahan data dibidangya 
d. penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan egiatan-kegiata di 

bidangnya 
e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidangnya, 
f penyajian baban kebiakan pimpinan, 
g. penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Po te nsi  Surber  Darya  Alan  dan  

Lngkungan Hidup; 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomean 

esuai tugas dan tungsinrya 

Asrsten Administrasi 

Pasal 83 

Asisten Administrasi merpunyat tugas membantu Sekretanis Daerah dibidang 
oordinasi, pemnbinaan dan penyelenggaraan keuangan Daerah, pengelolaan Asset 
Daerah, urusan rumah tangga, tata usaha dan protokol, Organisasi sert.a 

kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dirnalsud dalamn Pasa 81, Asisen 
Administrasi mempunyai fungi; 
a koordinasi dan penyelenggaraan urusan rumah tang9a, protolol, tata usaha 

Pemenintah Daerah; 
b. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Daerah; 
c. koordinasi dan peon9oaraan urusan aset Deeran 
d. koordinasi dan penyelenggaraan urusan Organisasi Perenintah Dae rat  
e. pembinaan epegawaian ling#up Sekretaniat Daerah 
f. perumusan bahan kebijakan Pimnpinan di bidangnya 
g. pembinu n administrasi keuangan  Daerah  dan  aset  Daerah, 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Sekretanis Daerah sesua 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 85 

(1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempuryai tugas mengumpulkan bahan 
dan menyusun fancangan pedomnan / petunjuk pelaksanaan kelembagan 
ketatalaksanaan, melakukan analis.is dan penataan serta permnbinaan 
kelemnbagaan / ketatalaksanaan Perangkat Daerah, pendayaguraan apartur 

serta urusan kepegawaian linglup Sekretarniat Daerah 
. 

(2) Bagian Organisasi dan Kepegawaian dipimnpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibawah dan bertang&ungiawab kepada Asisten Administrast 



Untu menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnalsud dalamn Pasal 85, Bagian 
Organisasi dan Kepegawaian mempunyai fungs 
a. penyusunan program, pengawasan dan evaluasi dibidangry.a, 
b. perumusan bahan kebiakan Pimnpinan di bidang Organisasi Pererintah Daerah 

dan kepegawaian lingkup Sekretaniat Daerah 
c pengkajian, penataan dan pernbinaan keleroagaan /ketatalaksanaan Perang#at 

Daerah; 
d monitoring pelayanan urumn Perangiat Daerah, 
e pendayagunaan paratur daerah 
f. pelayanan urus.an epegarwaian Sekretariat Daerah 
g. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Organisasi dan 

Kepegawaan; 
h pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenik.an oleh Asisten Administras sesuad 

tugas dan fungsinya. 

Passi 87 

(1) Bagan Organisasi dan kepegawaian terdini dart: 
a Sub Bagian Kelemnbagaan; 
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; 
c. Sub Bagan Pendayagunan Aparatur dan Kepegawaian 

(2 Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalamn ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada epa 

Bagian Organisasi dan Kepegawaian 

Sub Bagian Kelembagaan mermpunyai tugas mengumpulan baban dan menyusun 
rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan, melakukan analisis dan penataan 
serta pembinaan kelembagaan Perangkat Daerah 

Pasat 89 

Untuk meryelenggarakan tugas sebagaimnana dimnaksud dalamn Pasal 88. Sub 
Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi; 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidang0ya 
c. peryusunan rancangan pedomnan / petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidangnya 
d pernyajian bahan kebijakan pirnp«wan; 

e koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidangnya 

f. pelaksaraan kegiatan analisis jabatan / organisasi 
g. pelaksanaan kegiatan administrasi Sub Bagian Kelemoagaan 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan 

Kepegawaian sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 90 

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyat tugas mengumnpull.an bahan dan 
menysun fancangan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pemnbinaan dan 
penataan sistem, metode dan prosedur erja Peranglat Daerah seta 
pendayagunaan aparatur negara 



Pasal 91 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dirnalsud dalamn Pas&l 90, Sub 
Bagan Ketatalaksanaan merpunyai fungsu' 
a prencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya 
c penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksaraan kegiatan di bidangnya 
d. pnyajian bahan ebijaan pimnpinan 
e koordinasi pelaksanaan egiatan di bidangnya 
f pelaksanaan kegiatan penyusunan Lalip, Penetapan Kinerja Tata Nasiah Dins 

dan Pedoman Pemakaian Pakaian Dinas serta pedoman ururn pelaryanan 
public, 

g penyusunan prosedur / melanisme kerja Perangkat Daerah 
h pelaksanaan kegiatan administrasi Sub Bagian Ketatalaksanaan; 
i pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dn 

Kepegawaian sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 92 

Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian merpunyat tug$ 
mengurnpulkan bahan dan menyusun rancangan pedomnan / petunjuk pelain 
maupun menyelenggaraan urus.an pendayagunaan aparatur srta airinistras dan 
pembinaan kepegawaian ling#up Sekretaniat Daerah. 

Pasal 93 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalamn Pasal 92, Sub 
Bagian Kepegawaian merpuryai fungi; 

perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya, 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibdangnya 
c. penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksaraan dibi«dang 

pendayagunaan aparatur serta Kepegawaian ling#up Selretariat Daerah 

d penyapan bahan kebiakan Pimpinan; 
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya 
f. pengelolaan urusan epegawavan lingkup Sekretaniat Daerah 
g. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagan Kepegawaian; 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bagian Organisasi an 

Kepegawaian sesuai tugas dan fungsinya 

(1Bagan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan peryusunan dan 
pelaksanaan programn, pedoman dan petunjuk pelaksaraan serta bahan 
ebijakan pimpinan di bidang perencanaan, pengadaan, distribusi, pereliharan 
serta administrasi set Deerah yang m eliputi  barang  bergerak dan tidal 
bergerak. 

(2) Bagi Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungjawa kepada Asisten Administrasi 



A Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimane dirnaksud dalamn Pasal 94. Bagan 
Perlengkapan mempunyai fungsi 
a Perencanaan, pengawasan dan evaluasi di bidangnya 
b. Perumusan bahan kebijakan dan pembinaan pengelolaan aset daerat 

¢ Penyusunan pedoman dan petunjuk pengelolaan aset daerat 
d. Koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya 
e Perencanaan dan pengadaan aset daera 

f Pendistribusian dan perelharaan aset daerah 
g Pembinan administrasi aset daerah 
h. Pembinaan peregang aset daerah 
i Penyiapan bahan-bahan untuk peretapan alokasi dan distribusi aset 

j Penetapan dan dan pelaksanaan permeliharaan aset daerah 
k. Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga hagian Periengapan 
I pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleth Asisten Administrasi sesu 

tugas dan fungsinya 

(1) Bagian Periengkapan terdini dart 
a Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan 
b. Sub Bagian Distribusi dan emeliharaan; 
c. Sub Bagian Administrasi Asset Daerah 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagairmana dimaksud dalarm ayat (1) dipimpin olet 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungawab epada Kepal 
Bagian Periengkapan 

Pasal 97 

Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan merpunyai tugas melakukan 
perencanaan, pengadaan, penyiapan asset daerah serta menyusun rancangan 
pedoman / petunjuk pelaksanaan dan perantauan / pengendalian dibidangya 

Pasal 98 

Untuk menyelengarakan tugas sebagairana dimnaksud dalam Passi 97, Sub Bagan 
Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tungsi; 
a prencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya 
c penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan egiatan dibidangnya 
d. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya 
e. penyajian bahan kebijakan Pimnpinan; 
f perencanaan, pengadaan dan peryiapan Asset Daerah 
g penyelenggaraan kegiatan adrinistrasi Sub Bagan Perencanan dan 

Pengadaan; 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Periengiapan 

sesuai tugas dan fungsinya 
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sub Bagan Dtobus an Pemearaan memouryat to"""analan tnbu 
asset sesuai alokasi serta pereliharsan barang-barang bergerak / tidal berger 
termasuk gedung-gedung milk Pernenintah Daerah serta PRumah-rumah Dinas 

Pasal 100 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud da la mn  Pasat 99, Sub 
Bagan Distribusi dan Pemeliharaan mempunyat tungsr 
a perencanaan, evaluasr dan lap0ran dibiannw 
b pengumputan dan pengolahan data dibidangnya 
c peryusunan rancangan pedomnan petunjuk pelaksanasn egiatan dibangnya 
d oordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya 
e pelayanan dan penyveleno9araa administrasi Sub Bagian Distribusi dan 

emehharaan, 
f penetapan alokasi dan distribusi asset 

g penetspan dan pelaisanaan pemeliharaan Asset D%et 
h pelaksanaan tugas tugas lain yang dibenikan olet Kepala Bagian Perlengiapan 

sesuai tugas dan fungiunya 

PAsal 101 

Sub Bagan Arriristrasi Asset Daerah mempunyai tugas menyusun bahan dan 
ancangan pengaturan / pedoman / petunjuk pelaksanaan serta pertran 

administrasi asset Daerah 

Pasal 102 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pas.al 101 Sub 

Bagian Administrasi Asset Daerah mempunyai fungsu 
a perencanaan, evaluasr darn lap0ran dibidang"M 
b pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya 
c. pnyusunan ran0an9an1 ped0man1 / petunu pelasanaan administrasi asset 

Daerah 

d pembinaan administrasi Asset Daerat 
e pembinaan pemegang Asset D er at  
f  koordinasi egiatan-egiatan dibidangnya 
g penyusunan daftar Asset Daerah 
h pelayanan dan penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Administrasi Asset 

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bagian Periengiapan 
sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 103 

(1)Bagan Keuangan memnpunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasls 
pengelolaan euangan Daerah di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas 
daerah serta akuntansi dan verifikasi 

(2) Bagan Keuangan dan Aset dipimnpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungiawab kepada Asisten Administrasi 



Pasal 104 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnalsud dala Pasal 103, Bagan 
Keuangan mempunyai fungsu; 
a penyusunan dan pelaksanaan kebijaan pengelolaan kuangan daerah 
b penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
c pelaksanaan fungsi Bendahara Urum Daerah 
d penyusunan laporan keuangan daerah dalamn rangta pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, 
e. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagan Keuangan, 
f pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Asisten Administrasr eN 

tugas dan fungsinya 

Pasal 105 

(1) Bagian Keuangan terdini dani dart 
a Sub Bagian Anggaran; 
b. Sub Perbendaharaan an Kas Daerah, 
c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagairana dimnalsud dalarm ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungarwa epada Kepala 
Bagian Keuangan dan Aset 

Pasal 106 

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanaan perencanaan, penyusunan 
APBD dan erubahan APBD serta pengendalian pelaksanaan AP8D 

Pasal 107 

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 106. Sub 
Bagian Anggaran mempunyai fungs 
a. pengumpulan dan penganalirsaan data dalamn perencanaan dan penyusunan 

APBD serta perubahan APBD; 
b. perumusan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang pen9ganggaran, 
c. penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 
d penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 
e. Fasittasi penyusunan RKA. SKPD 
f penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan peryusunan AP8D den 

Perubahan A9BD; 
g. Pengumpulan dan penganalisaan data dibidang pengendalian pelaisanaan 

APBD, 
h. Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan AP8D 
i Perurnusan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistern penerimnaan 

dan pengeluaran kas daerah; 

j. fasilitasi Penyusunan DA - SKPD, 
k. fasilitasi pengesahan DPA - SKPD, 
l penyusunan Nota Keuangan 
m penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Anggaran, 
n pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan Kepala Bagian Keuangan sesuai 

tugas dan fungsinya 



Pasal 108 

Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanal.an 
proses penatausahaan keuangan Daerah dalamn penerbitan Surat Penintat 

Pencairan Dana (SP2D), pengujan penagihan, pembinaan bendahara 
menyelenggarakan administrasi penerirnaan, penyimnpanan dan pengeluaran Kas 
Daerah, pelaksanaan dan pengelolaan utang dan piutang daerah serta pengelolaan 
inventasi daerah dan pembuatan daftar gaji karyawan Pererintah Daerah 

Pasal 109 

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 108, Sub 
Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsu 
a. pengumpulan dan penganalisaan data dibidang perbendaharaan, administrasi 

penernirmnaan, penyirmpanan dan pengeluarankas daerah 
b perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanismne pengeluaran atas 

beban ABD dan sistern penerimaan dan pengeluaran las daerath 

c. menyiaplan Surat Penyediaan Dana ($PD) 
d. menerbtkan SP2D; 
e penyiapan pelaksanaan pinjarnan dan pernberian jarninan atas namna pernerintah 

daerah 
f penyiapan pelaksanaan permnberian pinjarnan at.as namna pemerintah daerah; 
g. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah 
h. pelaksanaan penagihan piutang daerah 
• penyelenggaraan administrasi penenimnaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas 

Daerah; 
j menyiaplan anggaran kas 
k permantauan pelaksanaan penerirnaan dan pengeluaran A9SD oleh bank dan / 

atau lembaga euangan lainnya yang ditunjuk 
l pengusahaan dan pengaturan dana yang dipertukan dalam pelaksanaan AP'BD 
m. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran 

atas beban rekeningkas urnumn da er ah ;  
n  pelaksanaan penemnpatan uang daerah dan mengelola/rnenatausahakan 

investasi 

o. pelaksanaan pembuatan daftar gap karyawan pernerintah daerah 
p. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagan Perbendaharaan dan Kas 

Daerah 
q pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagan Keuangar 

sesuai tugas dan tungsinya 

PBasal 110 

Sub Bagan Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanaan sister 
akuntansi dan pelaporan keuangan serta verifkasi pengelolaan keuangan daerah; 

Pasal 11 

Untuk menyeenggarakan tug.as sebagaimana dirnaksud dalamn Pasal 110, Sub 
Bagi in Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tungsi 
a pengurpulan dan penganalisaan data dibidang akuntarsi dan vernfkasi; 
b perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan sistern akuntansi dan pelaporan 

keuangan 
c perumusan pedoman dan petunyuk pelaksanaan verifikasi pertanggungiawaban 

APBD 
d penyusunan laporan pertanggungarwaban pelaksanaan ABD 

e penyusunan laporan realisasi sernester dan prognosis 



f. fasilitasi evaluasi APBDesa dan Perubahan ABDeSa 
g Penyusunan Kebijakan Akuntansi 
h Penyusunan Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap 
i. pembinaan petugas aluntangi SKPD 
j pembinaan petugas verifikasi SKPD, 
k fasitasi penelitian dan verifikasi penenimnaan daerah, 
l fasltasi penelitian dan verifikasi pengeluaran daerah 
m. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya 
n. Penyelenggaraan egiatan administrasi Bidang Perbendaharaan dan Kas 

Daerah, 
o pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepa la  Bagan  Keuangan 

sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 112 

(1)Bagan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan administratit dan 
peralanan dinas kepada Pimnpinan, pelayanan kerumahtanggaan dan sandi l 
telekomunikasi Pernerintah Daerah, pelayanan protooler permenintahan Daerah 
dan tata usaha pimpinan 

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungarwab kepada Asisten Administrasi 

Pasal 113 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimaksud dalan Pas.al 112, Bagian 
Umurm mempunyai tungsi 
a penyusunan program, pengawasan dan evaluasi dibidang0ya 
b perumusan bahan kebijakan Pimpinan di b»dang protolol, rumah tangga, tat.a 

usaha dan sandi telekomunikasi Pererintah Daerah 
c pelayanan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah 
d pelayanan protokoler, ketatausahaan, Sandi / telekomuni.kasi Permnenintah 

Daerah, 
e pemeliharaan keamanan dan kebersihan Kantor Sekretariat Daerah 
f penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Uourn 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi est 

tugas dan fungsinya 

Pasel 114 

(1) Bagian Umum terdiri dani. 
a. Sub Bagian Protokol; 
b. Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi; 
c. Sub Bagian Rumah Tangga 

(2) Masing-mnasing Sub Bagian sebagaimnana diraksud dalam ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungiawa epada FKepala 
Bagian Umum. 

Pasal 115 

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas mengurpulkan bahan dan menyusun 
rancangan pedoman / petunjuk pelalsanaan maupun memberikan pelayanan 
urusan protokoler perenintah Daerah 
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Pasal 116 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnalsud dalam Pa6al 115, Sub 
Bagian Protokol mempunyai fungsi 
a. perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya, 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya, 
c penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan bidang protokol 

Pemerintah Daerah 
d. penyajan bahan kebijakan Pimpinan 
e. pelayanan protokoler Pererintah Daerah 
f penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Protokol, 
g pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya, 
h pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bagan Urum sesuai 

tugas dan fungsinya 

Pasal 117 

Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi / Telekomunilasi (Santel) mempunyat tugas 
mengumpulkan bahan dan menyusun rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan 
maupun mermnberikan pelayanan urusan ketataus.ahaan dan perjalanan inas 
Pimpinan, pelayanan administratif lingkup Sekretaniat Daerah, pelayanan sahi /  
telekomunikasi  emerintah Daerah 

Pasal 118 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimnaksud dalamn Pa&al 117, Sub 
Bagian Tata Usaha dan Sandi/ Telekomunikasi mempuryai fungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibiangnya 
b. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya, 
c. penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidangy« 
d. penyajan bahan kebijakan Pimnpinan; 
e pelayanan administratif / tata usaha 
f. pelayanan sandi / telekomunikast; 
g penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi # 

Telekomunkasi 
h pelaksanaan koordinasi kegiatan-egiatan dibidangnya 
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bagan Urum sesuaN 

tugas dan fungsinya 

Pasal 119 

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan 
menyusun rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan maupun mernberikn 
pelayanan urusan rurmnah tan9ga pemerintah Daerah, urusan eamnanan dan 
kebersihan lingkungan Kantor Sekretariat Da e rah  dan  /  atau  Kantor  /  Rumah dinas 
Pinpinan Daerah serta lain-lain urusan kerumahtanggaan 

Pasal 120 

Untuk menyeenggarakan tugas sebagairana dirnalsud dalamn Pasal 119, Sub 
Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya 
c penyusunan rancangan pedoman / petunjuk pelaksanaan bidang 

erumahtanggan Pemenintah Daerah 
d penyajan bahan kebijakan Pimnpinan, 
e. penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamnanan dan kebersitan 
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f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Rumah Tangga 
g pelaksanaan koordinasl kegatan-e9" dabidangrya 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bagan Umum sesoar 

tugas dan fungsinya. 

BAB IV 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD 

Bagan Kesatu 

Tugas Pokok dan F ungsi 

Pasal 121 

Sekretaniat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggaraka administrasi 
kesekretaniatan, administrasi keuangan, mendulung peaksanaan tugas dan tungsi 
DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinaska tenaga ahli yang dipertukan oleh 
DPRD sesuai dengan emampuan keuangan Daerah 

Pasal 122 

Sekretaniat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimnana dimnaksud pada Pas.al 
121, menyelenggarakan fungsi 
a penyelenggaraan administrasi kesekretanatan DRD 
b penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 
c penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 
d penyusunan dan pengkoordinasian perurusan produl-produk hulumn DP'RD 
e. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 123 

Sekretariat DPRD terdini dart 
a Sekretaris DPRD 
b Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi 

1) Sub Bagian Risalah 
2) Sub Bagian Persidangan 

c Bagan Perundang-undangan dan Hubungan Masyaralat membawahi 
1) Sub Bagian Perundang-undangan, 
2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokxol. 

d Bagian Umum, membawahi 
1) Sub Bagan Tata Usaha dan Ruman Tangga 
2) Sub Bagian Keuangan 

e. Jabatan Fungsonal 



Sekretarig DPRD 

Pasal 124 

Sekretaris DPRD mempunyai tugas merimpin dan bertan99ungarwab at.as 
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretarit DPRD sebagaimnana dimnaksud dalmn 
Pasal 121 dan Pasal 122 

Bagian Keempat 

Bagian Risalah dan Persidangan 

Pasal 125 

(10a"slat dan Persidangan mempuryav togas mengumpu#an, meng 
dan menyiapkan pernbuatan risalah, serta menyiapkan dan menyelenggaralan 
rapat-rapat dan / atau persidangan DRD, 

(2) Bagian Risalah dan Persidangan dipimnpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Selretanig DPRD 

Pasal 126 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimnalsud dalamn Pas.al 125, Bagi@n 
Risalah dan Persidangan mempunyai fungi 
a penyiapan dan pendistnbusian bahan rapat 

b penyusunan resume hasill rapat / persidangan 
c pengurpulan bahan pembuatan nisalah 
d. penyelenggaraan urusan rapat dan persidangan, 
e. penyelenggaraan pengkajan perurusan dan penghimpunan produl -produl 

DPRD, 
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberian Sekretaris DPRD sesuai tugas dan 

fungsinya 

Pasal 127 

(1) Bagian Risalah dan Persidangan, terdini dari 
a Sub Bagian Risalah, 
b. Sub Bagian Persidangan 

(2) Masing-masing Sub Bagan sebagairana dimalsud dalam ayat (1) dipimpin olet 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungiawa kepada Kepala 
Bagian Risalah dan Persidangan 

Pasal 128 

Sub Bagu fRis.aah mnemnpunryai tugs rnerya.pin dun mnrynp vain to.raw 

rapat, mnernbu.at an mnengelola fesurne has. rap«t l persdngen svcert 

mengurnpuk.an bahan pernbuatan fisalah rap8t /  persdangan  serta  melasanaa  
pen gkajia n ,  perurmusan dan  penghirnpunan  produk--pro&ukx DP'RD 
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Pasal 129 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 128, Sub 
Bagian Risalah mempunyai fungsi 
a pengumpulan dan penyampaian bahan-bahan rapat epada anggota Dewan 
b. penyusunan dan pengelolaan resume hast rapat atau persidangan, 
c pendistribusian has rapat atau persidangan epada unit kerja terk.ait 
d penyelenggaraan, pengkajian perurusan dan penghimpunan produl-produ 

DPRD, 
e petalsana""""gas tin yang iceman epale 8gin Ralah den 

Persidangan sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 130 
Sub Bagian Persidangan merpunyai tugas menyiapkan dan menyelenggaraan 
rapat / persidangan balk administrasi maupun tata terpat 

Pasal 131 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 130, Sub 
Bagian Persidangan mempunyai fungsi 
a pernyiapan penyelenggaraan rapat-rapat di DPRD 

b. penataan tempat persidangan / rapat i DPRD; 
c penyelenggaran koordinasi kegiatan yang beratan dengan pelaksanaan rapat/ 

persidangan di DPRD 
d. pelaksanaan tugas -tugas lain yang dibenkan Kepala Bagian Risalah dan 

Persidangan sesuai tugas dan tungsinya 

Bagian Kelira 

Bagian Perundang-undangan dan lubungan Masyar alat 

Pasal 132 
(1)Bagian Perundang-undangan dan lubungan Masyarakat mempunyai tu9as 

menyusun dan mengkoordinaskan perumusan produk hukumn DPRD, telahaan 
hukum, publikasi dan dokumentasi produk-produk huurn DPRD, urusan 
kehurmnasan, publikasi dan keprotokolan, penyusunan rencana, pengadaan dan 
pengelolaan bahan-bahan perpustakaan dan dokurentasi 

(2) Bagian Perundang-undangan dan tubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawah dan bertanggungavwab kepada  Sekretans  DPRD 

Pasal 133 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimnana dimnaksud pada Pasat 132, Bagan 
Perundang-undangan dan Hubungan Masyaralat mempunyai fungs 
a pengioordinasian penyusunan produl-produk hulum DP'RD 

b. pengkoordinasian pelaksanaan publikasi produl -produkx hulm pPRD 
c pengkoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan kehurasan, publkasi darn 

eprotokolan 
a pengkoordinasian penyusunan rencana, pengadaan dan pengelolean bahan 

bahan perpustakaan dan dolumentasi 



b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Selkretans DPRD sesua tugas 

dan fungsinya 

Pasal 134 

(1) Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat terdini dart 
a Sub Bagian Perundang-undangan; 
b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimnana dirnaksud dalam ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadd 
Kepala Bagan Perundang-undangan dan Hubungan Masyaralat 

Pasal 135 

Sub Bagian Perundang-undangan merpuryai tugas menyusun dan 
mengkoordinasikan perurmusan produk hulum DP'RD, telaahan hukumn, publikasi 
dan dokurentasi produk-produk hukumn DRD 

Pasal 136 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud pada Pasal 135, Sub 
Bagian Perundang-undangan mempunyai fungs 
a pelaksanaan penyusunan produk-produk hukum DPRD 

b. pelaksanaan publikasi produk-produk hukum DPRD 

c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberian oleh Kepala Bagian Perundang 
undangan dan lubungan Masyaralat sesuai tugas dan tungsinya 

Pasal 137 

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol merpunyai tugas 
menyelenggarakan kehumasan dan keprotokolan 

Pasal 138 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud da la m  Pasal 137, Sub 
Bagan Hubungan Masyarakat dan Protokol merpunyai fungsi 
a pelaksanaan penyelenggaraan ehumasan, publkasi dan keprotokolan 
b. penyusunan rencana, pengadaan dan pengelolaan bahan-bahan perpustakaan 

dan dokumnentasi 
c pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagan 

Perundang-undangan dan Hubungan Masyaralat sesuar tugas dan fungsinya 

Bagian Keenan 

Bagian Urum 

Pasal 139 

(1)Bagian Umum mempunyai tugas menyeenggarakan urusan tata usaha, rural 
tangga, keuangan dan perjalanan dinas 



(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berade di bawah an 
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD 

PAsal 140 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud pada Pasat 139, Bagian 
Ururm mempunyai fungsi 
a pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perjalanan dinas dan rurah 

tan9ga 
b pelaksanaan urusan keuangan 
c pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 141 

(1) Bagian Umum terdini danit 
a Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
b. Sub Bagian Keuangan 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalamn ayat (1), dipimnpin 
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Umum. 

Pasal 142 

Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan tata usaha, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas 

Pasal 143 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimaksud dalam Pasal 142 Sub 
Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai fungsi 
a penyelenggaraan urusan ketatausahaan 
b pengelola rusan epeoawa """"tapooaan. 
c. penyelenggaraan perjalanan dinas anggota DPRD; 
d pengaturan penyelenggaraan kegiatan DPRD 

e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagan Urum sesuav 
tugas dan fungsinya 

Pasal 144 

Sub Bagian Keuangan mempunyar tugas menyelenggaraan urusan menyusun 
rencane anggaran, mengelola euangan dan menyelenggaralan administrasi 
keuangan DPRD. 

PAsal 145 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diraksud dalamn Pasal 144, Sub 
Bagan Keuangan mempunyai fungsi. 
a penyiapan dan penyusunan rencana anggaran belanja DPRD 
b. pengelolaan penggunaan keuangan DPRD; 
c penyusunan laporan keuangan di lingkungan DPRD 



1 

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagan Urun sesua 
tugas dan fungsinya 

BAB V 

TENAGA AHL 

Pasal 146 

(1)Dalamn melaksanakan tugasnya, Sekretans DPRD dapat menyediakan tenaga 
ahli yang bertugas untuk membantu anggota D9RD dalamn menjalankan 
tungsinya sesuai kemampuan dan ebutuhan 

(2) Syarat-syarat, prosedur dan ketentuan-keten lain tentang pengangkatan dan 
pemberhentian tenaga ahli sebagaimana dimnalsud dalarm ayat (1) ditetap.an 
dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Pimnpinan DPRD 

BAB VI 

KELOMPOK JABA TAN FUNGSIONAL 

Pasal 147 

Kelorpok Jabatan Fungsional yang terdapat pade Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPD mempunyai tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kebututan 

Pasal 148 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, terdirt 
dani sejurlah tenaga ahli dalarn jenjang jabatan fungsional yang terbagr dalarn 
berbagai kelompok sesuai keahliannya 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di Selkretariat Daerah sebagaimana dima#sud 
dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga tungsional senior yang ditunjul 
oleh pejabat yang berwenang dan bertangqungiawab kepada Sekretanis Daerah 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud 
dalamn ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab kepada Sekretarig DPRD 

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagairana dimnaksud dalamn ayat (1) ditentuiar 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(5) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dirnaksud dalamn ayat (1) diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

BAB VI 

TATA KER.IA 

PBasal 149 

Sekretanis Daerah da lu m  menjalankan  tugasnya bentangungiawab epada Bupat 



Pasal 150 

So i retanis  DPRD dalamn menjalankan tugasnya bertang9ungarwab kepada Pimnpinan 
DPRD dan secara teknis administratf dibina oleh Sekretanis Daerah 

PAsal 151 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretarig DPRD, Asisten 
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagan wajib menerapkan pninsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi, baik dalamn lingungan tug.as masing-masing maupun 
antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya 

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan 
sekretrat DPRD bertaoogung""on dan menoloordioaw 
bawahannya masing-masing serta memberikan birmnbingan dan petunjukc 
petunjuk bagr pelaksanaan tugas bawahannya 

Pasal 152 

(1)Sebap Pimnpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan 
fungsinya dan betang9ungawab kepada atasan masing-masing seta 
menyamnpaik.an laporan tepat pada waktunya 

(2) Setiap lap0ran yang diterima oleh pimnpinan satuan organisasi dani bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanyut 
serta bahan pengambilan keputusan 

Pasal 153 

(1)Dalam hal Sekretanis Daerah berhalangan dak tetap (sementara), tugas 
tugasnya dilaksanakan oleh seorang Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah 
yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan saran Sekretanis Daerah 

(2) Dalam hal Sekretanis Daerah berhalangan tetap tugas-tugasnya dilaksanakan 

oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas pertimbangan dani Pimpinan 
pPRD sampai dengan diangkatnya Sekretaris Daerah difinitif 

Pasal 154 

(1)Dalam hal Sekretanis DPRD berhalangan bdak tetap (sementara), tugas 

tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Kepala Bagian di lingkungan 
Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan saran 
Sekretaris DPRD serta pertimbangan Pimpinan DPRD, 

(2) Dalam hal Sekretarig DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilaksanakan 
oleh seorang pejabat yang dtunyuk oleh Bupatr atas pertimnbangan dani Pimpinan 
DPRD sampai dengan diangkatnya Sekretarig DPRD definitif 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 155 

Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretaniat DPRD akan ditetaplan lebih lanjut 
oleh Bupati 
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Pasal 156 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangian 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah 

Drtetapkan di Jepara 
pada tanggal O Nepeloee 2e8 

...asos 
Diundangian di Jepara 
pada tangga o Nop bee 4Os 

P SEKRETARRIS DAERAH 

LIH 

BER DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 298 
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Pasal 156 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangian 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah 

Drtetapkan di Jepara 
pada tanggal O Nepeloee 2e8 

...asos 
Diundangian di Jepara 
pada tangga o Nop bee 4Os 

P SEKRETARRIS DAERAH 

LIH 

BER DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 298 


